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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Rokok merupakan produk hasil tembakau yang merupakan barang 

kena cukai yang pajak cukainya semakin lama semakin besar sehingga 

harganya pun meningkat pesat hampir tak terbeli dimana penikmat rokok 

berasal dari semua kalangan strata sosial dimasyarakat, dengan naiknya pajak 

cukai rokok menyebabkan harga rokok menjadi mahal dan sangat 

memberatkan khususnya bagi masyarakat dengan strata sosial menengah 

kebawah, bagi masyarakat dengan strata sosial menengah kebawah tembakau 

iris merupakan alternatif agar tetap dapat menikmati rokok menggunakan 

tembaku iris yang dilinting sendiri oleh sebab itu penulis mengangkat tema 

mengenai tembakau iris. 

Hukuma merupakan sesuatua yang keberadaannya sangata erat dengan 

manusia dengan adanya Hukum manusia dapat melaksanakan hidupnya secara 

teratur dan aman, Hukum timbul dari nilai-nilaia dana norma-normaa yanga 

timbul danaberkembang dimasayarakat. Pada mulanya Hukum terbentuk dari 

kebiasaana dan norma-normaa yang berlakua pada suatua masyarakat yang 

diakui dan di tetapkan oleh ketua adat masyarakat tersebut sehingga menjadi 

Hukum. Menurut definisinya Hukum adalah sebuah aturana yang mengikata 

dan bersifat memaksaadimana apabila aturanaitu dilanggaramaka akan 

dikenakan sanksi pada pelanggarnya. Untuk mengetahui Hukum terdapat 

disiplin ilmu yang mempelajari Hukum secara khusus yakni disebut dengan 
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ilmuaHukum. Ilmu Hukum merupakan suatu ilmua pengetahuan yanga memiliki 

tujuan untuk mempelajaari dan menelaaha Hukum, didalam ilmua Hukum 

sendiri mencakup dana membahas segalaa sesuatu yanga berkaitan dengana 

Hukum. Objek dari ilmua Hukum adalah Hukuma itu sendiri, dan ruanglingkup 

Hukuma sangatlah luas sehingga tidak dapat ditentukan batasannya. 

Menuruta J.B. a Daliyo, menyebutkana bahwa ilmua Hukum merupakan 

ilmua pengetahuan yanga objeknya Hukum, dengan demikiana makaa ilmu 

Hukum akana mempelajaria segalaa seluk-beluka mengenaia Hukum, dengan 

demikian ilmua Hukum akana mempelajari segalaa seluk beluka dari Hukuma 

seperti mengenaia asala mula, wujud, asas-asas, sistem, macama pembagian, 

sumber-sumber, perkembangan, fungsi, dana juga kedudukana Hukum itua 

sendiri dalam masyarakat
1
.  

Ilmua Hukum adalaha ilmu yanga objeknyaa adalam Hukuma itu sendiri, 

menelaaha Hukuma menjadi suatu gejalaa ataupun fenomenaa kehidupana bagi 

manusia, dimanapun dan kapanpun dia berada. Seseorang yang berkeinginan 

untuk mempelajari Hukuma secara mendalama sangatlah perlua untuk 

mempelajaria Hukum itua mulai daria lahir, tumbuh dana berkembangnya dari 

waktua ke waktua hingga sejaraha mengenai Hukuma dan sejarah Hukum itu 

sendir sangat berperan besar. 

Hukum terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada 

masyarakat, menurut bentuknyaa Hukum terbagia menjadi duaa yakni Hukum 

tertulisa dan Hukuma tidak tertulisa Hukum tertulisa yakni: Undang-Undanga 

dasar 1945, tap MPR, Undang-Undang, peraturana pemerintah, peraturana 

presiden, peraturana provinsi dana juga peraturana daerah. Hukuma tidak tertulisa 

adalah Hukuma yang tumbuha dan hidupa di dalama masyarakat contohnyaa 

                                                           
1
 Sri Warijayati, Memahami Dasar Ilmu Hukum, Prenada Media, Surabaya, 2018, h-1. 
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seperti kesopana, gotonga royong, hormata kepada yanga lebih tua. Definisi 

Hukum sendiriamenurut ahliayakni: 

Pengertiana Hukum menuruta Immanuel Kanta mengartikan 

bahwasanyaa Hukum adalaha peraturan yanga disusun dengana membuat 

batasan-batasana tertentu. Setidaknyaa dengan hadirnyaa aturan Hukum 

masyarakata menjadi lebiha bisa menghargaia kewajiban haka dan kewajiban 

masing-masinga orang. Setidaknyaa lewat daria proses menghargaia itulah yang 

akana menciptakan lingkungana yang tertib, amana dan damai. Setiap orang 

yanga melanggar Hukum, maka akana dikenakan sanksia setimpal atas 

perbuatannya.
2
 

Perlindungan menuruta kamus besar bahasa Indonesia menempatkan 

dirinyaa(dibalik, dibelakang) supayaa tidak terlihata atau tidaka kena angin, 

panas, dan sebagainya  dengan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

perlindungan adalah tempat untuk bernaung dari segala sesuatu yang dapat 

membahayakan diri, sedangkan Hukum merupakan sebuah aturanayang 

mengikata dan bersifata memaksaa dimana apabila aturana itu dilanggara maka 

akan dikenakan sanksi pada pelanggarnya maka perlindungan Hukum 

merupakan perlindungan yang diberikan oleh Hukum agar setiap individu 

mendapatkan hak-haknya secara utuh dalam Hukum. Menurut ahli 

perlindungan Hukum sebagai adalah:  

Philiphus M. hadjona perlindungan Hukuma adalah perlindungana akan 

harkata dan martabat, serta pengakuana terhadap hak-haka asasi manusiaa yang 

dimilikia oleh subjeka Hukum berdasarkana ketentuan Hukuma dari 

kesewenangan.
3
  

Dari pendapat ahli tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa 

perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan oleh Hukum terhadap 

hak-hak manusia tanpa mengabaikan hak-hak manusia lainnya, sehigga hak 

                                                           
2
Irukawa Elisa, 2022, Pengertian Hukum Menurut Para Ahli, (online), 

https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-Hukum-menurut-ahli/, (16 mei 2023) 
3
Hukum Online, 2022, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli (online), 

https://www.Hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-Hukum-menurut-para-ahli-

lt63366cd94dcbc, (16 mei 2023) 

https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-menurut-ahli/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
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dari seseorang harus dilindungi oleh Hukum namun tidak mengabaikan hak 

dari seseorang yang lain, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh 

seseorang yang memiliki hak namun dapat merampas hak orang lain. 

Manusia merupakan mahluk sosial yang tentunya manusia tidak dapat 

hidup sendirian, hal tersebut dikarenakan manusia hidup membutuhkan 

sandang, pangan dan papan dan untuk memenuhi ketiganya perlu adanya 

bantuan oranglain sehingga ke tiga kebutuhan tersebut terpenuhi contohnya 

manusia tidak bisa untuk membangun rumahnya sendiri maka diperlukan 

adanya tukang yang dapat membangun rumah, manusia membutuhkan pangan 

maka perlu adanya petani untuk memenuhi kebutuhan pangan, dan juga papan 

atau pakaian sehingga diperlukannya penjahit dan segala hal yang berkaitan 

dengan pembuatan pakaian, dan masih panjang proses sebuah barang mulai 

dari barang mentah hingga menjadi barang yang siap digunakan dan sehingga 

manusia tidak dapat hidup sendirian maka dikatakanlah manusia sebagai 

mahluk sosial. Dalam bersosial, berbangsa bahkan bernegara perlu adanya 

suatu aturan atau Hukum. Hukuma merupakan peraturana peraturan baika itu 

secara tertulisa maupun tidaka tertulis yanga dipercaya dan juga di ikuti oleh 

suatu masyarakat untuk mengatur segala hal dalam kehidan sosial masyarakat, 

dengan adanya Hukum maka kehidupan bermasyarakat akan teratur sehingga 

masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya.  

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan sebuah 

perdagangan, pada awalnya dilakukan sistem barter yakni tukar menukar 

barang yang dibutuhkan oleh pihka-pihak yang berkepetingan namun seiring 
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berkembangnya zaman sistem barter dirubah menjadi jual beli dimana kita 

dapat memiliki barang yang kita inginkan tanpa harus menukarnya dengan 

barang yang lain namun kita mendapatkan barang yang di inginkan melaui 

pembayaran yang saat ini menggunakan mata uang sehingga tidak perlu repot 

membawa banyak barang untuk di tukarkan dengan barang yang di inginkan, 

hal tersebut di sebut dengan transaksi. Setiap negara setiap transaksi akan 

dipungut pajak.  

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

dapat memenuhi kebutuhan umum dan juga digunakan pemerintah untuk 

membiayai oprasional dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Indonesia 

telah mengatur dan menetapkan pajak dalama Undang-Undanga Dasara Tahun 

1945a Pasal 23a Ayat (1) yang berbunyi: Anggaran pendapatana dan belanja 

negaraa sebagai wujuda dari pengelolaana keuangan negaraa ditetapkan setiap 

tahuna menggunakan Undang-Undanga dan dilaksanakana secara terbukaa dan 

juga bertanggurg jawabauntuk sebesar-besarnyaakemakmuranarakyat.  

Safria Nurmantu Gurua Besar Fakultasa Ilmu Sosiala Ilmu Politik 

Universitasa Indonesia mengungkapkana pajak dalama istilah asinga disebut: tax 

(Inggris); importa contribution, taxe, droita(Prancis); steuer, abgade, gebuhr 

(Jerman); impuestoa contribution, tributo, gravamen, tasaa(Spanyol) dan 

belastinga(Belanda)
4
  

Biasanyaa istilah inia digunakan kepadaa pungutana pemerintaha untuk 

kebutuhana umum daria masyarakat, pungutana untuk keperluana khusus untuk 

pemakaiana barang tertentu, untuk jasaa dan sebagainyaa di sebuta retribusi. 

Pajaka dapat berupa pembayaran uang kepada petugas atau instansi yang telah 

                                                           
4
 Bustamar, ayza, Hukum Pajak Indonesia, kencana, surabaya, 2017, h. 22. 
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di sahkan oleh pemerintah untuk mendanai belanja negara dan juga untuk 

biaya dalam menjalankan pemerintahan. 

Menuruta Rochmat Soemitroa Pengertian pajaka adalah iurana rakyat 

kepadaa Kas Negaraa berdasarkan Undang-Undanga(yanga dapat dipaksakan) 

dengana tiada mendapata jasa timbala(kontraa prestasi) yanga langsung dapat 

ditunjukkana dan yanga digunakan untuka membayar pengeluarana umum. 

Definisia tersebut kemudiana dikoreksinya yanga berbunyi sebagaia berikut: 

Pajaka adalah peralihana kekayaan daria pihak rakyata kepada Kasa Negaraa 

untuka membiayai pengeluarana rutin dana surplusnya digunakana untuk public 

savingayang merupakanasumber utamaauntuk membiayaiapublicainvestment
5
. 

Daria pendapat ahli tersebut dapat di katan pajak merupakan suatu 

iuran yang diberikan kepada negara oleh rakyat untuk kepentingan umum dan 

juga menjalankan pemeritahan dan juga dalam pembayarannya pajak tidak 

memberikan keuntungan yang secara langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat, dalam hal tersebut bukannya pihak tidak mendapatkan keuntungan 

namun keuntungan yang didapakan setelah membayar pajak dapat dirasakan 

nanti pada sesuatu yang bersifat umum contohnya yang dapat kita lihat dan 

kita rasakan saat ini adalah adanya lampu penerangan di jalan, jalan tol yang 

dapat mempercepat perjalanan, dan lain sebagainya.  

Fasilitas-fasilitas umum yang kita nikmati saat ini bukan lah hasil 

pajak yang kita bayarkan di saat ini melaikan hasil dari pajak yg diberukan 

kepada pemerintah bertahun-tahun yang lalu, karena didalam menjalankan 

sebuah pemerintahan dan juga untuk melakukan pembangunan didalam negara 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karenya diterapkanlah pajak untuk 

menyokong pembangunan dan mebiayai pengeluaran atau belanja negara 

ataupula menjalankan pemerintahan.  

                                                           
5
 Novi, Fuji Astuti, 2020, Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap Dengan Jenis-Jenisnya, 

(online), https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-

jenisnya-kln.html, (24 mei 2023) 

https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html
https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kln.html
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Terdapat  berbagai macam pajaka yang berlakua di indonesia 

diataranyaasebagai berikut: 

1. Pajaka penghasilana(pph) yakni merupakana pajak yanga dikenakan 

atasa objek pajaka penghasilan seperti yang diatura dalam Undang-

Undanga pajak penghasilana (PPH) tepatnya pada Undang-Undang 

nomora 36 tahuna 2008 tentanga pajaka penghasilan. Pajaka penghasilan 

ataua(PPH) merupakana pajak yanga dikenakan terhadapa orang atau 

pribadia ataupun badana atas penghasilana yang didapatkana dalama satu 

tahun, pajak penhasilana yang dimaksuda dapat berupaa pendapatan 

atau keuntunganadari usaha, gaji, honorarium, ataupunahadiah. 

2. Pajaka pertambahan nilaia(PPN) yakni merupakana jenis pajaka yang 

pemungutannya padaasaatapenyerahan barangakena pajaka(BKP) dan 

juga jasaakena pajaka(JKP) dan bila disederhanakan merupakan pajak 

yang dikenakan atau dipungut atas suatu transaksi, yang dalam 

prakteknya pihak penjual pengusaha kena pajak (PKP) yang telah 

ditetapkan menurut Undang-Undang yang berlaku diharuskan untuk 

membuat faktur pajak elektronok sebagai bukti pemungutan (PPN) 

dan dilaporkan setiap bulannya melalui SPT masa PPN. Namun pihak 

yang membayar pajak merupakan konsumen atau pembeli.  

Pengaturan pajak pertambahan nilai diatura dalama Undang-Undang 

nomora 42 tahuna 2009 tentanga pajak pertambahana nilai baranga dan 

jasaadan pajakapenjualan atasabarangamewah. 
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3. Pajaka penjualan atasa barang mewaha(PPnBM) perat merupakan pajak 

yang diberlakukan kepada barang baranga yang tergolong mewah dan 

hal tersebut diatura dalama Undang-Undanga nomora 42 tahuna 2009 

tentanga pajaka pertambahana nilaia baranga dana jasa dana pajak 

penjualana atasa baranga mewah, pajak tersebut diberlakukan dengan 

tujuan memberikan keseimbangana pembebanan pajaka kepada 

konsumena yang berpenghasilana rendaha dan konsumen 

berpenghasilanatinggi. 

4. Bea masuk sesuai dengan Undang-Undanga nomor 17a tahun 2006 

tentanga kepabeanan, beaa masuk merupakan pungutana yang 

dilakukan oleh negaraa yang dikenakana kepada baranga yanga di impor 

atau masuk kedalam daerah kepabeanan atau dengan kata lain bea 

masuk merupakan pajaka yang dikenakana terhadap baranga yang 

masukake daerahapabean darialuar daerahapabean.  

5. Cukaia menurut Undang-Undanga nomor 39 atahun 2007a tentang 

cukai, cukai merupakan pungutana atau pajak yanga diberlakukan 

terhadapa berang dengan karakteristik tertentua seperti tembakau dan 

etilaalkohol. 

Beaa dan cukaia merupakan suatu pajaka yang diberlakuan atas suatu 

barang namun terdapat perbedaaan diatara keduanya yakni bea dikenakan 

terhadap barang ekspor ataupun impora sedangkan cukaia dikenakana kepada 

baranga yang memilikia sifat dana karakteristik tertentu. Pendapatan negara 

digunankan untuk membiayai belanja pemerintah dari berbagai macam sumber 
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pendapatan negara yang salaha satunya yaitua beaa cukai. Istilaha kata beaa cukai 

terdiria dari duaa kata, yaitua bea dana cukai. Adapun pengertiana dari beaa dalam 

prosedura bea cukaia merupakan beaa masuk dana bea keluara daeraha pabean. 

Beaa masuka merupakan pungutana negara berdasarkana Undang-Undang ini 

(kepabeanan) yang dikenakanaterhadap barangayang diaimpor.  

Beaa keluar adalaha pungutan negaraa yang dikenakana terhadap 

barang-baranga tertentu yanga mempunyai karakteristika yang ditetapkana dalam 

Undang-Undanga ini. Cukaia merupakan biayaa tambahan untuka barang-barang 

yanga memiliki potensia sifat-sifat merugikana atau efeka samping bagi 

penggunanya. Pemungutan cukaia tersebut dimaksudkana sebagai jaminan 

kerugiana bagi konsumena apabila suatua saat terkenaa dampak daria barang yang 

dikonsumsi. Bila kitaa meninjau cukaia dari suduta pandang asasa perpajakan, 

padaa dasaarnya cukaia merupakan pajaka atas baranga(pajaka konsumsi) yang 

dalama pelaksanaannya berlakua asasa domisili. Dilakukan pemungutanacukai 

sesuaia yang diamanahkana didalam Undang-Undanga Cukai hanyaa berlaku 

diwilayaha Hukum Indonesiaa yang artinyaa orang sebagaia pihak yang 

dikenakana cukai atasa suatu baranga merupakan oranga yang berdomisilia di 

Indonesiaa baik merekaa yang berkedudukana sebagai produsena maupun 

pengedarnya. 

Ruang lingkup terdiri dari dua suku kata yakni ruang dan lingkup, 

menurut KBBI ruang merupakan celah antaraa dua dereta tiang ataua atau sela-

selaa antara empata tiang, celah atau jarak antara kedua deret benda itulah 

yangdikatakan ruang sedangkan lingkup merupakanluasnya subjek yang 
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tercakup, maka dapat disimpulkan ruang lingkup merupakan suatu batasan 

pada ruangan tertentu, dalam hal ini membahas mengenai ruang lingkup 

undang undang cukai. Dalam ruang lingkupnya Undang-Undanga Nomor 11 

Tahuna 1995 Pasala 4 mengatur mengenaia ruang lingkup Undang-Undanga 

Cukai dimana dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwasanya cukai 

merupakan pungutana negara yanga dikenakana kepada barang-baranga tertenu 

yanga memilik sifata atau karakteristika yang telah ditetapkana dalam undang 

undangaini. 

Dia dalam Undang-Undanga tersebut yakni padaa Pasal 4a menyatakan 

bahwaa barang kenaa cukai meliputia etil alkohola atau etanola dengan tidak 

mengindahkana bahan yanga digunakan dana proses dalama pembuatannyaa dan  

juga dalam Pasal tersebut mngatur pula bahwa segala macam minumanayang 

terdapat etilaalkohol didalamnya danajuga hasilatembakau baikarokok, sigaret, 

rokok, tembakaua iris dana hasil pengolahana tembakaua lainnya. Maka dapat 

disimpulakan ruang lingkup undang undang cukai hanya berlaku pada segala 

jenis miniman yang terdapat didalamnya kandungan etil alkohol dan juga  

segala macam jenis tembakau dan olahan tembakau seperti rokoka daun, 

cerutu, sigaret, tembakauairis, danahasil pengolahanatembakaualainnya.  

Pajaka merupakan salaha satu bentuka pendapatan ataua devisa negara 

yanga menyumbang persentasea terbesar untuka pendapatan negaraa daripada 

sektor-sektor pendapatan atau devisa negara lainnya sepertia minyak, dan 

migasa juga nona migas. Keberhasilana suatu negaraa dalama pengumpulan pajak 

daria wargaa negara tersebut dapata dipastikan memberikan manfaata kepada 

stabilitasaperekonomian negaraatersebut
6
 

                                                           
6
 M.farouq s., Hukum pajak di indonesia, kencana, Surabaya, 2018, h-1 
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Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a Tentang Cukaia 

menjelaskan tentanga pengaturan cukai dan ruanglingkup cukai, namun 

terdapat kekeburan norma yang dimiliki dalam Undang-Undang tersebut 

khususnya pada Pasala8 yang berbunyiasebagaiaberikut: 

Cukaia tidak dipunguta atas baranga kena cukaia sebagaimana dimaksud 

dalamaPasal 4aayat 1aterhadap : 

a. Tembakaua iris yanga dibuat daria tembakau hasila tanaman di 

Indonesiaa yang tidaka dikemas untuka penjualan ecerana atau dikemas 

untuka penjualan ecerana dengan bahana pengemas tradisionala yang 

lazima di pergunakan, apabila didalama proses pembuatannyaa tidak 

dicampura atau ditambaha dengan tembakaua yang berasala dari 

luarnegeria atau ditambaha dengan bahana lain yanga lazim 

dipergunakana dalam pembuatana hasil tembakaua dan ataua pada 

kemasannyaa ataupun tembakaua irisnya tidaka dibubuhi merek 

dagang, etiket, atauayang sejenisaitu. 

b. Minumana yang mengandunga etil alkohola hasil penyulingana yang 

dibuata oleh rakyata di Indonesiaa secara sederhana, semata mataa untuk 

mataapencaharian danatidak dikemasauntuk penjualanaeceran.  

Dari bunyi Pasal tersebut dapat kita lihat bahwasanya produk hasil 

tembakau hususnya tembaku iris dibebaskan dari pajak baik itu dikemasa untuk 

penjualana eceran ataupuna tidak dikemasa untuk penjualana eceran yang 

tembakau irisnya tidak ditambahi tembakau dari luar negeri, maksudnya 

tembakau irisnya merupakan tembakau yang benar-benar asli ditanam atau 
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dihasilkan dari bumi pertiwi Indonesia dan pengemasannya harus 

menggunakan bahan tradisional yang lazim digunakan dan juga dalam 

pengemasannya tidak dipasangkan merek dagang. Sedangkan pada penjelasan 

Pasal 8 tepatnya pada ayat 1 disebutkan sebagai berikut: 

Tidaka dipungutnya cukaia atas baranga kena cukaia sebagaimana 

dimaksuda pada ayata ini adalaha untuk memberikana keringanan kepada 

masyarakata dibeberapa daeraha yang membuata barang tersebuta secara 

sederhanaa dan merupakana sumber mataa pencaharian. Yanga dimaksud dengan 

dikemasa untuk penjualana eceran adalaha dikemas dalama kemasan dengana isi 

tertentu, dengan menggunakana benda yanga dapat melindungia dari kerusakan 

danameningkatkanapemasarannya. 

Kekaburan norma yang di maksudkan disini ialah dimana dalam Pasal 

tersebut tidak menjelaskan mengenai pengemasan tradisional dan juga bagai 

mana yang dimaksud dengan dibuat dengan sederhana dan juga tidak diaturnya 

bagaimana yang dimaksud dengan isi tertentu dalam pengemasan eceran 

sedangkan barang yanga dimaksudkan dalama undang undanga ini adalah 

produk hasil tembakau yang berupa tembakau iris.   

Penelitian yang saya lakukan ini sangatlah penting sebab untuk 

melindungi penjual tembakau iris dalam kemasan agar lebih leluasa dalam 

melakukan jual beli. Selain itu, dengan penelitian ini  peneliti berharap dapat 

membantu secara pemikiran untuk perencanaan meningkatkan perekonomian 

masyarakat agar lebih maju dan juga untuk membantu tercapainya silaa ke 5a 

dalam Pancasilaa yaknia Keadilan Sosiala Bagi Seluruha Rakyat Indonesia. 
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Dimana kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah seperti 

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasala 34 

Ayata 2 yanga berbunyi: Negara mengembangkana Sistem Jaminana Sosial bagia 

seluruh rakyata dan memberdayakana masyarakat yanga lemah dana tidak 

mampua sesuai dengan martabatakemanusiaan.  

Juga pada Pasala 28H ayata 3 yang bunyinya: Setiapa orang berhaka 

atasa jaminan sosiala yang memungkinkana pengembangan dirinyaa secara utuh 

sebagaia manusia yanga bermartabat. Maka dari itu saya memutuskan untuk 

memilih penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penjual 

Tembakau Iris Dalam Kemasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007 Pasal 8 Tentang Cukai” 

1.2 Orisinalitas Penelitian 

NO. 

Nama Peneliti 

dan asal instansi 

Judul dan Tahun 

Penelitian 

Rumusan Masalah 

1.  T. Rifki Fakultas 

Syari’ah Dan 

Hukum 

Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry 

Banda Aceh 

 

UPAYA HUKUM 

TERHADAP 

PENJUAL 

ROKOK ILEGAL 

TANPA CUKAI 

MENURUT 

PASAL 54 DAN 

56 UNDANG-

UNDANG 

NOMOR 39 

TAHUN 2007 

TENTANG 

1. Bagaimana 

penanganan 

terhadap pelaku 

tindak pidana 

penjual rokok ilegal 

tanpa cukai 

menurut Pasal 54 

dan 56 Undang-

Undang Nomor 39 

Tahun 2007 tentang 

Cukai di Kota 

Banda Aceh?? 
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CUKAI 

(PENELITIAN 

DIKANTOR 

PENGAWASAN 

DAN 

PELAYANAN 

BEA DAN CUKAI 

TMP C BANDA 

ACEH) 

2. Bagaimana upaya 

Hukum dari Kantor 

Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan 

Cukai TMP C 

Banda Aceh untuk 

mencegah dan 

mengurangi 

penjualan rokok 

ilegal? 

2.  Sarah Emeraldina 

Balkista Fakultas 

Hukum 

Universitas Islam 

Riau Pekanbaru 

 

IMPLEMENTASI 

PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

TERHADAP 

ROKOK ILEGAL 

TANPA PITA 

CUKAI 

DITINJAU 

MENURUT 

UNDANG-

UNDANG NO 39 

TAHUN 2007 

TENTANG 

CUKAI STUDY 

KASUS DI 

WILAYAH 

KANTOR 

PENGAWASAN 

DAN 

PELAYANAN 

BEA DAN CUKAI 

1. Bagaimana 

implementasi 

perlindungan 

konsumen terhadap 

rokok tanpa pita 

cukai ditinjau 

menurut Undang-

Undang no. 39 

tahun 2007 tentang 

cukai yang 

dilakukan oleh 

kantor pengawasan 

dan pelayanan bea 

dan cukai tipe 

madya pabean B 

tanjung pinang  

2. Apa saja faktor 

hambatan  dalam 

implementasi 

perlindungan 

konsumen terhadap 
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TIPE MADYA 

PABEAN B 

TANJUNG 

PINANG  

rokok ilegal tanpa 

pita cukai yang 

ditemui olehkantor 

pengawasan dan 

pelayanan bea dan 

cukai tipe madya 

pabean B tanjung 

pinang  

Penjelasan : 

1) KAJIAN HUKUM UPAYA HUKUM TERHADAP PENJUAL ROKOK 

ILEGAL TANPA CUKAI MENURUT PASAL 54 DAN 56 UNDANG-

UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (PENELITIAN 

DIKANTOR) yang merupakan penelitian SKRIPSI dari  T. Rifki Fakultas 

syari’ah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 

memilikia perbedaan dengana penelitian yanga saya lakukana yaitu pada 

penelitiana yang dibuata oleh T. Rifki menekankana pada Bagaimana 

penanganana terhadap pelakua tindak pidanaa penjual rokoka ilegal tanpaa cukai 

menuruta Pasal 54a dan 56a Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a tentang 

Cukaia di Kotaa Banda Aceha dan Bagaimanaa upaya Hukuma dari Kantor 

Pengawasana dan Pelayanana Bea dana Cukai TMPa C Bandaa Aceh untuk 

mencegahadan mengurangiapenjualan rokokailegal. 

2) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ROKOK 

ILEGAL TANPA PITA CUKAI DITINJAU MENURUT UNDANG-

UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDY KASUS DI 
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WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN 

CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG PINANG 

Bagaimanaa implementasi perlindungana konsumen terhadapa rokok tanpaa pita 

cukaia ditinjau menuruta Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a tentang 

cukaia yang dilakukana oleh kantora pengawasan dana pelayanan beaa dan cukai 

tipea madya pabeana B tanjunga pinang. Apaa saja faktora hambatan  dalam 

implementasia perlindungan konsumena terhadap rokoka ilegal tanpaa pita cukai 

yanga ditemui oleha kantor pengawasana dan pelayanana bea dana cukai tipe 

madyaapabean Batanjungapinang. 

 

Perbedaan : 

Perbedaana antara ke-2a penelitian tersebuta dengan penelitiana yang 

sayaa lakukan dengana judula perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau 

iris dalam kemasan ditinjau dari Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a 

Tentang Cukaia dimana pada penelitianayang saya lakukan ini berfokus pada 

Bagaimana legalitas terhadap penjualan tembakau iris dan Bagaimana 

perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris  yakni di dalama Pasal 54a 

dan Pasala 29  Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a Tentang cukai. 

Dimana terdapat norma di dalam Pasal tersebut bahwa baranga kena cukaia 

yang pelunasan cukainyaa dengan caraa peletakan pitaa cukai hanyaa boleh dia 

jual setelah dikemasa untuk penjualana eceran dana dilekati pitaa cukai yanga 

diwajibkan didalam kedua Pasal tersebut menyebutkan tentang penjualan 

eceran dengan peletakan pita cukai yang di wajibkan  dan sanksi yang 

diperoleh bagi yang melanggar namun disisi lain pada Undang-Undang 
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tersebut yakni pada Pasal 8 yang bunyinya cukaia tidak dipunguta atas baranga 

kena cukaia sebagaimana dimaksuda dalam Pasala 4 ayata(1) mengenaia produk 

tembakaua yang tidak dikemasa untuk penjualana eceran ataua dikemas untuka 

penjualan eceran denganabahan pengemasatradisional yangalazim 

dipergunakan.  

Dimana penelitian yangasaya lakukan berbeda dengan ke dua penelitian diatas, 

dimana kedua penelitian diatas menekankan pada perlindungan konsumen 

terhadap rokoka ilegal tanpaa cukai dana upaya Hukuma terhadap para penjual 

rokoka tanpa cukai. Sedangkan penelitian saya menekankan padaa Pasal 8 

Undang-Undanga nomor 39a tahun 2007a tentang cukai, dimanaa pada Pasal 

tersebutamengatakan bahwasanya tembakaui iris dibebesakan dari cukai. 

1.3 Rumusan Masalah 

Daria penjelasan latara belakang dapat dibagi menjadia beberapaa rumusan 

masalahadiantaranya: 

1. Bagaimanaalegalitas Hukum terhadap penjualan tembakau iris dalam 

kemasan  ? 

2. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam 

kemasan  ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitianaini mencangkupabeberapa tujuanayaitu: 

1. Menganalisisalegalitas Hukum terhadap penjualan tembakau iris dalam 

kemasan  

2. Mengkaji perlindungan Hukum terhadap penjual tembakau iris dalam 

kemasan  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adaabeberapa manfaatapenelitian dalamaskripsi iniayaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapatadijadikan bahana kajian dalama ilmu Hukuma khususnya Perlindungan 

Hukuma terhadap pennjuala tembakau iris dalam kemasana di tinjaua dari 

Undang-Undang Nomora39 Tahuna2007 TentangaCukai. 

2. Manfaat Praktis 

Dapata memberikana sumbangsia pemikiranaterhadapa berbagaia pihaka yakni 

kauma akademisi, oknuma penegaka Hukum, pemerintaha pusata pemerintah 

daeraha dalama rangkaa memberikan perlindungana Hukuma yanga maksimal 

terhadapapenjual tembakauairis dalam kemasan  . 

1.6 Metode Penelitian 

Sebeluma menguraikan metodea penelitian Hukum, tidak adaa salahnya 

bila terlebih dahulua mengemukakan bahwaa metodelogi mempunyaia beberapa 

pengertian, yaitu (a) logikaa dari penelitiana ilmiah, (b) studia terhadapa prosedur 

danateknik penelitian, dan (c) suatua sistem daria prosedur dana teknik 

penelitian. Berdasarkan hala itu dapata dikatakan bahwaa metode penelitian 

adalaha suatu saranaa pokok dalama pengembangan ilmua pengetahuan dan 

teknologia dan jugaa seni. Oleha karena itua penelitian bertujuana untuk 

mengungkapkana sebuah kebanarana secara sistematis, metodologi, dan 

konsisten.
7
 

 

                                                           
7
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jombang, 2021, h. 17. 
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1.6.1 Jenis Penelitian : Yuridis Normatif 

Penelitiana Hukum merupakan suatu penelitiana yanga mempunyai 

objeka Hukum, baik itu  Hukuma sebagai suatua ilmu ataua aturan-aturan 

yangabersifat dogmatis ataupun Hukuma yang terkaita dengan perilaku 

danakehidupanadidalamamasyarakat.  

Penelitiana Hukum merupakana suatua kegiatana ilmiah yang 

berdasarkana pada; metode, sistematika, dana pemikirana tertentu, 

dengana tujuana mempelajaria suatu atau beberapaa gejala Hukuma 

tertentu dengana jalan menganalisaanya, kcualia itu, makaa juga 

diadakan pemeriksaana mendalam terhadapa fakta Hukuma tersebut agara 

dapat mengusahakanapemecahan permasalahana yang timbula di dalama 

gejala yanga bersangkutan.
8
 Pada penelitiana saya inia menggunakana 

jenis penelitianayuridisanormatif. 

Menurut Abdulkadir Muhammad penelitian normatif (normatif 

lawa research) merupkan penelitiana Hukum yanga mengkaji Hukum 

yanga dikonsepkan sebagaia norma ataua kaidah yanga berlaku dalam 

masyarakat, dan menjadiaacuan perilakuasetiap orang.
9
  

Dimana dalamapenelitian iniamengkaji tentangaperaturan di dalam 

Undang-Undang yang terdapat kekaburan Hukum di dalamnya pada 

Undang-Undanga Nomor 39a Tahun 2007a Tentang Cukaia pada Pasala 

29 dan 54 dimana didalam Pasal tersebut menjelaskan peraturan 

                                                           
8
 Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, METODE PENELITIAN HUKUM normatif dan empiris, Prenada 

Media, Jakarta, 2018, h. 16. 
9
 Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan, 

Unigres Press, Gresik, 2023 h. 78. 
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mengenai pelekatan pita cukai terhadap rokok eceran. Namun, di dalam 

Pasal 8 tembakau isris baik itu dikemas secara eceran atau pun tidak 

secara eceran  di bebebaskan dari pajak. 

1.6.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatana penelitian merupakana cara ataua metode yanga akan 

digunakana dalam sebuaha penelitian, dalam penelitiana ini peneliti 

menggunakan 2 metode pendekatana Hukum yang pertama 

menggunakan Pendekatan Hukum pendekatana konseptual (Conceptual 

Approach). Penelitian Hukuma dengan pendekatana konseptual ini 

beranjaka dari doktrina dan pandangana yang berkembanga dalam ilmu 

Hukum. Dengana mempelajarinya, penelitia akan menemukana ide 

kemudiana ia dapata melahirkan pengertian-pengertiana Hukum, konsep-

konsepa Hukum, dana asas-asas Hukuma yang relevana dengan isua yang 

sedanga dihadapi. Pemahamana yang muncula itu akana menjadi 

sandarana bagi penelitia untuk membanguna argumentasi Hukum. 

Kemudian, peneliti akana mampu memecahkana isu Hukuma yang 

sedang diteliti.
10

 

Selanjutnya metodea pendekatan yanga digunakan dalam 

penelitiana ini adalah a metode pendekatana perUndang-

Undangana(statute approach) metode pendekatanaPerUndang-

Undangana adalah sebuaha metode pendekatana penelitian dimanaa 

peneliti mengkajia berbagai Undang-Undanga untuk mengatasia isu 

                                                           
10

 Annisa fianni, 2022, Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (online), 

https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-

penelitian-Hukum, (16 mei 2023) 

https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
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Hukuma yang sedang di teliti. Menurut peter mahmud marzuki metode 

pendekatanaPerndang-Undangan adalaha Pendekatan dalama penelitian 

Hukuma yang pertamaa adalah pendekatana Perundang-Undangan. 

Pendekatana ini memilikia arti sebagaia pendekatan penelitiana yang 

dilakukana dengan melakukan telaaha terhadap semuaa Undang-Undanga 

dan regulasia yang bersangkut pauta dengan isua Hukum yanga sedang 

ditangania oleh peneliti.
11

 Dengan menggunakan pendekatana ini 

penulisa dapat mencaria pemikiran Hukum sesuai akal sehat atau 

nalarnya yang merupakan tujuan dari lahirnya suatu Hukum ataupun 

peraturan, sehingga dapat memahami nilai filosofis dari Undang-

Undang tersebut dan juga mampu menyimpulakan ada atau tidak 

adanya benturan atau pertentangan bahkan penolakan antara Undang-

Undang dan isu Hukum yang sedang dihadapi. 

1.6.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenisa dan sumbera bahan Hukuma pada penelitiana ini 

menggunakanabahan Hukum sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahana Hukum primera adalah bahana Hukum yanga paling utama 

yang bersifat otorita, bahana Hukum primera mencakup peraturan 

Perundang-Undangana dan segalaa dokumena yang resmia dan memuat 

ketentuana Hukuma didalamnya.  Sebelum melakukana sebuah 

penelitian, makaa sangat penting untuka mengumpulkan bahana Hukum 

                                                           
11

 Annisa, fianni, 2022, Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum (online), 

https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-

penelitian-Hukum (24 mei 2023) 

https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum
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yang diperlukan. Adapun bahana Hukum primera yang digunakana 

adalah sebagaiaberikut: 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

2. Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang cukai. 

3. Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/Pmk. 

010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasiltembakau 

Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau 

Iris 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahana Hukum sekundera merupakan bahana Hukum yanga 

memberia penjelasan terhadapa bahan Hukuma primer, dengan kataa lain 

bahana Hukum sekundera merupakan bahan Hukuma yang dapat 

membantu untuk menganalisis dan memahami bahana Hukum primer. 

Bahana Hukum sekundera yang digunakana terdiri daria pendapat-

pendapata para ahlia Hukum yanga diperoleh daria berbagai literatur 

Hukum, seperti buku-bukua Hukum, makalaha Hukum, jurnala Hukum, 

tulisan-tulisana yang dimuata di website-websitea internet, dan 

sebagainya. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahana Hukum tersiera adalah bahana Hukum yanga adalah 

pelengkapa yang sifatnyaa untuk memberikana petunjuk ataua penjelasan 

tambahana terhadap bahana Hukum primera dan sekunder. Bahan Hukum 

tersiera yang terdapata dalam penelitiana misalnya kamusa Hukum, 

kamus besarabahasaaIndonesia. 

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum 

Penelusuran Hukum merupakan sebuah alat untuk menemukan 

sebuah informasi tentang Hukum penelusurran Hukum dapat dilakukan 

secara manual maupun melalui media elektronik, penelusuran Hukum 

secara manual yakni dengan membaca atau melihat dokumen-dokumen 

Hukum atau secara kepustakaan, sedangkan penelusuran Hukum 

melalui media elektronik yakni dengan menggunakan media elektronik 

mencari dan membaca bahan Hukum yang ada melalui media 

elektronik atau dalam masa sekarang dikatangan dengan secara online. 

Dalam penelitian ini menggunakan  teknik penelitian secara 

manual maupun secara online. Teknika pengumpulan bahana Hukum 

yang dilakukana dengan caraa penelitian kepustakaana(Librarya 

research) yanga meliputi bahana Hukum primer, sekunder dana tersier. 

Studia kepustakaan yanga dimaksudkan dalama penelitian inia yang 

diterapkana dengan caraa mempelajari dana menganalisis secara 

sistematisa bahan-bahana yang utamanyaa berkaitan dengana Data 

Pribadi. Tahap–tahapapengolahanabahan hukumaadalah sebagaiaberikut: 
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1. Melakukan inventarisasi Hukum positif dan bahan-bahan Hukum 

lainnya yang sesuai dengan objek penelitian.  

2. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media 

cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan 

peraturan perUndang-Undangan. 

3. Menyediakan bahan Hukum yang sesuai dengan permasalahan 

yang dibahas. 

4. Menganalisis bahan Hukum yang sesuai tersebut untuk 

menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian. 

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Analisisa bahan Hukuma ialah bagaimanaa penulis memanfaatkan 

bahana Hukum yanga telah dikumpulkana untuka kemudian dipergunakan 

dalama memecahkana suatu permasalahana Hukum yang dihadapi. 

Analisis penelitian yang dilakukana dengan caraa mengkritisi dan 

mendukung, serta kemudiana membuat suatua kesimpulan padaa hasil 

penelitiana dengan pikirana sendiri dana bantuan kajiana pustaka. Metode 

untuka jenis penelitiana Hukum normatifa adalah metodea preskriptif 

yaitua metode analisisa yang memberikana penilaian (Justifikasi) tentang 

obyeka penelitian apakaha benar ataua salah ataua apa yanga seharusnya 

menurut Hukum. 
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1.6.6 Definisi Konseptual 

Konsep didalam sebuah penelitian sangat perlu untuk 

didefinisikan dan juga perlu adanya penjelasan. Definisi konseptual 

merupakan unsur penelitian yang menjelaskan tentang sebuah 

karakteristik dari sesuatu permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan 

landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan definisi 

konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut: 

1. Perlindungan Hukum 

Hukum merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa dan 

mengikat dimana wajib untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat. 

Perlindungan merupakan upaya untuk melindungi segala sesuatu. 

Maka dari itu, perlindungan Hukum merupakan suatu upaya dalam 

melindungi sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun 

penguasa dengan berbagai peraturan yang ditetapkan. Dapat 

dikatakan juga bahwa perlindungan Hukum merupakan 

perlindungan atas hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai 

manusia dan juga sebagai warga negara oleh Hukum dan negara 

tanpa mengabaikan hak-hak orang lain   

2. Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan 

Perundang-Undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, 

yang langsung dapat ditunjuk, dan kegunaannya adalah untuk 
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan 

dengan tugas negara untuk menyelenggarakan sebuah 

pemerintahan. Dengan demikian, pajak merupakan iuran kepada 

pemerintah yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan 

Undang-Undang yang pembayarannya tidak memberikan 

keuntungan secara langsung, maksudnya pajak yang dibayarkan 

tidak langsung memberikan timbal balik atau keuntungan yang 

dapat langsung dirasakan manfaatnya kepada pembayar pajak 

tersebut serta pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah melalui 

petugas atau instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.  

3. Pengertian Bea Cukai 

Bea cukai adalah biaya tambahan kepada barang-barang yang 

memiliki potensi sifat-sifat merugikan atau efek samping bagi 

penggunanya. Pemungutan cukai dimaksudkan sebagai jaminan 

kerugian bagi konsumen apabila suatu saat terkena dampak dari 

barang yang dikonsumsi. Bila kita meninjau cukai dari sudut 

pandang asas perpajakan, pada dasaarnya cukai adalah pajak atas 

barang (pajak konsumsi) yang pelaksanaannya berlaku asas 

domisili. Pemberlakuan pungutan cukai sesuai yang diamanahkan 

dalam Undang-Undang cukai hanya berlaku diwilayah Hukum 

Indonesia maksudnya orang sebagai pihak yang dikenai cukai atas 

suatu barang adalah orang yang berdomisili di Indonesia baik 

mereka yang kedudukannya adalah sebagai produsen maupun 
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pengedarnya. Dapat  disimpulkan bahwa bea cukai merupakan 

pungutan yang diterapkan oleh pemerintah yang dapat dipaksakan 

pemungutannya sesuai Undang-Undang dan juga dikenakan 

kepada suatu barang yang memiliki sifat dan karakteristik yang 

dapat menimbulkan efek samping dari segi kesehatan kepada 

pengguna atau yang mengkonsumsi barang tersebut   

1.6.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan suatu sistem atau pengaturan dalam 

penulisan penelitian ataupun skripsi agar penelitian atau skripsi yang di 

buat dapat tersusun secara rapi runtut dan terstruktur, sistematika 

penulisan sanagat penting agar memudahkan pembaca dalam 

memahami isi/materi Skripsi ini, maka sistematika penulisan ini terbagi 

menjadi: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, orisinalitas penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, teknik penulusuran bahan Hukum, teknik analisis bahan 

Hukum, definisi konseptual, serta sistematika penulisannya. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan definisi perlindungan Hukum, definisi Hukum, 

pengertian pajak, pengertian bea cukai, dan ruang lingkup Undang-

Undang cukai. 

 



28 
 

28 
 

BAB III: PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana legalitas Hukum terhadap penjualan 

rokok eceran atau tradisional dan bagaimana perlindungan Hukum 

terhadap penjual rokok eceran atau tradisional. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini terdapat kesimpulan terakhir dari seluruh hasil penelitian yang 

telah dilakukan terhadap seluruh rangkaian sistem. Dalam bab ini juga  

terdapat saran-saran yang perlu disampaikan kepada pemerintah, 

konsumen, penyedia jasa, dan Almamater Fakultas Hukum Universitas 

Wiraraja Sumenep. 


